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Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan
alokas dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Judul skripsi ini diangkat
berdasarkan permasalahan bahwa terdapat pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa yang terbengkalai
atau tidak selesai pada tahun pembangunan tersebut dianggarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu mulai dari
penelitian kepustakaan yang meliputi pengumpulan teori-teori untuk dijadikan landasan dalam penelitian, serta
penelitian lapangan yang berupa pengumpulan data secara langsung di lapangan. Teori yang digunakan sebagai
pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Tripathi dan Reddy tentang syarat-syarat untuk mencapai
koordinasi yang efektif, yaitu kesempatan awal, kontinuitas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang
jelas, komunikasi uyang efektif, serta kepemimpinan yang supervisi dan efektif. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah secara keseluruhan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Karya Baru
telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang ditemui, antara lain terdapat orang-orang tertentu
dalam pelaksanaan alokas dana desa yang tidak melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya,
kepemimpinan kepala desa yang kurang memberikan arahan serta motivasi, serta minimnya insentif.
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Abstract

This essay aims to identify and analize the effectiveness of coordination among teams in the execution of funds
allocation for village in Karya Baru Village Marau District in Ketapang Regency. Thetitle is choosen basei ssues
that there are some developments that haven’t finished by the year of funds allocation. This study uses a
descriptive type of research with a qualitative approach. This study was conducted through the steps of research
such as literature research which includes collecting and obtaining the theories used as a foundation in research
and field research in the form of obtaining data directly. Theory that used to analyze is from Tripathi and Reddy
about some conditions to achieve efective coordination, such as first chance, continuity, formulation of authority
and responsihility, efective communication, and efective leadership. The conclusion of this study is coordination
in execution of funds allocation for village in Karya Baru Village has gone on well overall, but there are several
obstacles, such as certain people who are not incapable of implementing their competence and responsibility,
leadership of village headman which lack of giving guidelines and motivations, and alack of incentive.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Konsekuensi dari adanya deﬁentrallsas —
kewenangan terhadap pelaksanaan -etonom|
desa adalah tersedianya ’Qaaa yang cukup,
dengan kata lain disecta‘F"aengan desentralisasi
fiskal. fiskal ».di -* daerah
mengaklbﬁkan adanya “dana perimbangan

Desentraﬁ sasi

keuapgan antara_kabupaten dan desa yang
I_qblrﬁ dikenal_dengan sebutan Alokasi Dana

‘Desa (ADD).
\

Di DesaKarya Baru, pmggunaé'n alokas
Qana desa éebagaj dana bantuan dari kabupate |
dimulaispada tahun 2006. Dalam pelaksang
b tuan Alokas Dana Desa di Desa }thyallj

Ba‘u terdapat permasalahan, yaitu data gl

= ..

adafpenunj ukkan adanya dana yang d|§3] ur é\nL“
jalan, t;ln-
Jembatan balai dusun, ~kantor de&a, serta

untuk-‘ pembangunan fisik, seperti

gedung pb;yandu Namun,_fakta d| Iapangan
menunjukkar.] bahwa pembangunan yang
dilaksanakan memang ada, tetapi ' tidak
semuanya berjalan dmganefektlf hal ini dapat
dilihat pada data yang tercantum “dalam
lampiran, dalam tabel 1.3 pada kolom belanja
langsung yang menyebutkan bahwa akan
dilakukan pembangunan gedung posyandu dan
bala dusun dengan anggaran sgjumlah Rp
11.526.000,00 dan Rp 34.160.000,00. Hasil
dari pembangunan tersebut dapat dilihat pada
foto-foto di lapangan pada lampiran yang
menunjukkan bahwa pembangunan gedung
posyandu dengan balai dusun tersebut
terbengkalai.

Namun, di sisi lain pembangunan yang

telah direncanakan di dalam peraturan desa
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memang ada yang telah berhasil dibangun,
misalnya pembangunan kantor desa yang
dianggarkan pada tahun 2011, yaitu pada tabel

1 2 menunjukkan bahwa biayanya sejumlah Rp

30 009.000 00, serta pembangunan jembatan di
Dusun Batang.than dengan anggaran sebesar
Rp 18.390.000Z60:L.__}Kemudian ada pula
pembangunan yang diI;kSa‘_r:akan pada tahun

/2012, yaitu pembangunan paskamling dan

tugu dengan masing-masing anggé\r_a_\n sebesar

_Rp 6.500.000,00 dan.Rp 6.000.000,00,

Tidak konsistennya hasil pembangunan

menunjukkan ~ fenomena™ tidak  searahnya
tindakan dalam pencapaian tuj'uan dari
pelaksanaan alokasi dana desa. fengmena
tersebut seperti pelaksanaan alokasi dana desa
yang dilakukan sendiri oleh .'kepala Desa
bersama Sekretaris Desa tanpé berkoordinasi
dengan BPD dan masyargkat. Selain ity
P(_amerigtah_'Daa yang tidak berkomunikasi
dengan .LPM selaku tin'; pelaksana kegiatan
dapat pula mer}yebabkan terhambatnya
pemban_gunam “Adanya keselarasan tindakan
dalam pelaksanaan alokasi dana desa sangat
berhubungan dengan koordinasi yang terjadi di
dalam organisas atau tim yang mengelola
alokas dana desa. Oleh karena itu, berpijak
pada data, fakta, serta fenomena yang ada,
maka peneliti menulis skripsi ini dengan judul
“Koordinasi Antar Tim Dalam Pelaksanaan
Alokas Dana Desa Di Desa Karya Baru
Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang”.
Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang di atas
maka rumusan permasalahan yang digunakan

adalah: Belum efektifnya koordinasi antar tim
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dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa

Karya Baru Kecamatan Marau Kabupaten

Ketapang.

mengetahui bagaimana efekifitas _koerdihas

Tujuan Penelitian

Tujuan dari pendlitian ini adalah untuk_'

Lo,

!

Selanjutnya, menurut Suwarno
Handayaningrat (dalam Moekijat, 1994:6),
koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-
bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan

daripada bagian-bagian itu selesai pada

. Waktunya, sehingga masing-masing dapat

yang dilakukan antar tim dalam pelaksanaan

dokes dana desa d* Desa Karya Baru

Kecamatan Mgra!jflz.abupaten Ketapang.
4. Manfaat Pefielitian

a

o

\
,1
|
1

b.

I\_Aa'r'ifaat Teoritis

#"Secara teoritis hasil penelitian ini"adalah

untuk rmenguii teori dan diharapkan dapat

menjadi bahan kajian =
pengembangan  ilmu pengetahuaf i
khususnya di  bidang  mang) emen |

pemerintahan, serta dapat menjadi isrdsai Iﬂ ,-,.::f
"-__ untuk melakukan penelitian secara vgébi A

h

koordinas dalam pelaksanaan ~AOKaS

dana desa.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. KerangkaTeori

Menurut James A.F. Stoner dan Charles

Wankel (dalam Moekijat, 1994:3) koordinas

adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan

dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-

bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu

organisasi yang terpisah untuk mencapal

sasaran-sasaran organisasi secara efisien.
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“terhadap—— *

|%i‘e°r‘anr_i_kan sumbangan usaha-usaha secara
maksimal,""’-wagar diperoleh hasil secara

kesduruhan.

Menurut Drs. Soew?&'ramo Handayaningrat

/' (dalam Moekijat, 1994:32) atla 2 (dua) jenis

koordinasi, yaitu koordinas ‘iptern dan

‘Rbordinasi ekstern. Koordinasi intefn terdiri

+ atas: koordinasi verti kal, "koordinasi Horisontal,

1)

I5rbnendalam. - Lr"|! ‘;. :'*
Manfaat Praktis )

Sécgra praktis hasil penelitian ini
dihalr'QEkan dapat dijadikan rekomendasi -
dan b‘a_kgan masukany bagi  pengambil 2)
keputusan“"'d_i setiap tingkat ‘pemerintahan,
khususnya Wang_____pgrlkaitan dengan

3)

dan koordinasi diagonal .
Koordinas vertikal atau koordinasij'struktural,
d mana antara yang mengkqt)rdinasi kan
dengan yang dikoordinasikan secara struktural
terdapat hubungan hierarkis. Hal ini dapat
juga dikatakan koordinasi /'yang bersifat
hierarkis, karena satu dengan yang lainnya
: berada padasatu garis ko[r'iéndo.
Koordinasi horisontal yaitu  koordinasi
fungsional, di mar}a-rkedudukm antara yang
mengk_(.)o_rgLnasik'an dan yang dikoordinasikan
xrﬁer;punyaj kedudukan setingkat eselonnya.
Menurut tugas dan fungsinya keduanya
mempunyai kaitan satu dengan yang lain
sehingga perlu dilakukan koordinasi.
Koordinas  diagonal, yaitu koordinasi
fungsional, di mana yang mengkoordinasikan
mempunyai  kedudukan yang lebih tinggi
yang
dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya
tidak berada pada satu garis komando.
Menurut Tripathy dan Reddy (dalam

Moekijat, 1994:39) ada 9 (sembilan) syarat

tingkat esdlonnya  dibandingkan
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untuk mencapai koordinasi yang efektif,
yakni:
1) Hubungan Langsung
Koordinas dapat lebih mudah dicapai
melalui
antara orang-orang Yyang berlanggung
Melalui hubun’gan pribadi

langsung, ide—id_e‘.ee:?'ta-cna, tujuan-tujuan,

hubungan pribadi langsung di

e

jawab.

oy

.

pekerjaan dan fungs yang erat

berhubungan dan dapat ditempatkan di
bawah beban seorang pejabat pimpinan
apabila ha ini

pengambilan tindakan yang diperlukan

akan mempermudah

untuk koordinasi.

7)5’ Pe(umugan Wewenang dan Tanggung

Jmaﬁ}ang Jel as

dan apaBi’ra terjadi Kesalahpahaman, maka
ajgan dapat . dijelaskan jauh lebih baik
# ket mbang melalui metode apapun | nnya.
-2) K esempatan Awal %
| Koordinasi dapat dicapai lebih mudaiT

dalam tingkat-tingkat awal perencariadi
dan_pembuatan kebijaksanaan. Ml%\lny

=.
\
\

-__harus ada konsultas bersama .',{ .;||
3) Kontinuitas
Iéoordlnas merupakan suatu proses yangl!
koﬁtlnu dan harus berlangsung pada semua
waktlk muIa| dari tahap perencanaan

4) Dlnamm_rkne
K oordinasi _harus secara terus-menerus
diubah mengrngei perubahan perubahan
lingkungan baik intern rﬁaupun eKstern:
Dengan kata lain koordinasi itu jangan
kaku.

5) Tujuanyang Jelas
Tujuan yang jelas penting untuk
memperoleh koordinasi yang efektif dalam
suatu organisasi. Suatu tujuan yang jelas
dan diberitahukan secara efektif kepada
kepala-kepala bagian dimaksudkan untuk
menghasilkan keselarasan tindakan.

6) Organisasi yang Sederhana
Struktur yang sederhana memudahkan

koordinas yang efektif. Pelaksanaan

Y ose Fina Andini
IImu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

sambil mempersiapkan rencana itu sﬁ#ﬂri Iﬂ i
1 n

mengurangi perté'nta[jgan d antara
pegawai-pegawai  yang i berlainan, tetapi
juga membantu mereka dal amnel aksanaan

pekerjaan dengan késatuan tujuan!

© 8) Komunikasi yang Efektif !

Melalui komunikasi.yang efektif} tindakan-
tindakan atau pelaksanaan-eélakganaan
pekerjaan yang bertentangan dengan
tujuan perusahaan dapat di hiﬁdarkan dan
kegiatan-kegiatan keseluruhian staf dapat
diarahkan secara harmonis menuju ke
pelaksanaan tujuan perusalhaan yang telah
ditentukan.

9) Kepemimpinan dan SuperV|S| yang Efektif
Suksesnya koordlnas banyak dipengaruhi
oleh haki kat-kepem| mpinan dan supervisi.

= r<epem| mpinan yang efektif menjamin

baik

pada tingkat perencanaan maupun pada

koordinasi kegiatan orang-orang,

tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang
efektif membuat kepercayaan terhadap
orang-orang bawahan dan memelihara
semangat kerja mereka.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD
kabupaten/kota yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat
daerah  yang
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit
10%  (sepuluh

dan diterima  oleh

persen).  Nurcholis
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rangka- 'mewuj udkan  peni hgkatan
sogid; ,
5) Meningkatkan ketenteraman d;:i_p__ =
Ketertiban masyarakat; ' e
6) «~Meningkatkan pelayanan pad‘g k
masyarakat desa dalam r}%kiw
'T"-__ pengembangan kegiatan sosial | an;f[l
15:_ ekonomi masyarakat; - l?;;'
7)'1- Mendorong peningkatan keSNadayaanEE
‘«dan gotong royong mas/arakat
8) M‘enmgkatkan pendapatan | ‘desa“dan. -
masyﬂgrakat desa melalui. Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa).
Bantuan 1"’keuar_]g§r_1_ kepada desa
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(2011:89) mengungkapkan bahwa tujuan
Alokasi Dana Desa adalah:

1) Menanggulangi kemiskinan  dan
mengurangi kesenjangan;
2) Meningkatkan  perencanaan  dan
el

penganggaran pembangunan dhtmgkat
desadan pemberdayaanrfnasyarakat
3) Meningkatkan+* i pembangunan
[ nfrast_rJuldU‘r-: perdesaan;
4) Mgdingkatkan pengamalan nilai-nila
keagamaat,.. sosial  budaya, dalam

selanjutnya disebut Alokas Dana"Desa
(ADD) merupakan salah satu sumber
pendapatan desa dan  penggunaan
terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena
itu perencanaan program dan kegiatannya
disusun dalam Musyawarah Perencanaan
dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
sebagai forum pembahasan usulan rencana
kegiatan pembangunan di tingkat desa
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
P3MD Partisipatif

Pembangunan Masyarakat Desa).

(Perencanaan

Y ose Fina Andini
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-
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Perencanaan partisipatif ini
bahwa demokratisasi dan
tinggi dalam
ADD. Demokratisasi, yaitu
melibatkan tokoh-tokoh

ketua RT dan RW daam

menunjukan
transparansi  dijunjung
pengelolaan
dengan

masyarakat,

“pe(e._ncanaan pembangunan yang dibiayai

ADD:"'Sed‘angkan transparansi  tercermin
dari pertanég'urlgiaNaban ADD dengan

: . Ny
menginformasikan s,

laporan

pertanggungjawaban 1HLAI_:‘)D kepada
masyarakat. | - "‘.,_

Untuk menunjang '_'éfektifitas

pengelolaan ADDgdibentuk Tim|Fasilitasi
Tingkat Kabupaten=yang ditetapkan
dengan keputusan .Bupati J"dan Tim
Pendamping Tingkat Kecarrl'iatan yang
ditetapkan dengan keputusan Camat.
Sedangkan sebagai pelaksana di tingkat
dibentuk
Pembangunan yang ditetapkan dengan

desa Ti mf Pengawas

"~ keputusan Kepala Desdl

Susunan Keanggbtaan Tim Fasilitas
Tingkat kabupat;erirlterdiri dari:
1) _Bl__J_pati.-seﬁagaj Pembina;
Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;,
Kepala BPM, Pemdes, P dan K sebagai
penanggungjawab;
Kabid Pemdes dan PLD/K sebagai
ketua;

3
4)
5) Kasubbid Tapem,
sekretaris,

Kepala BAPPEDA sebagai anggota;
Kepala Bagian Keuangan sebagai
anggota;
Kepaa
anggota;

PAD  sebagai

6)
7)

8) Bagian Hukum  sebagai
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9) Kasubbid
Lembaga Desa sebagai anggota;
10) Staf Bidang Pemdes dan PLD sebagai

anggota.

Pengembangan dan 3) KepalaSeks sebagai anggota.
Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
adalah:

1) Melaksanakan sosialisas secara luas

Tugas Tim Fasilitass Tingkat Kabupaten pada desa akan kebijakan, data dan

_.,_L"'-!'J"'J..

adalah: e informasi tentang ADD;
1) Merumuskan kebuakan"tentang ADD .Hf“Z)-._‘Membina dan  mengkoordinasikan
dan pemanfaaﬁanhya, I\I/T'érenbangdeﬁ dalam  wilayah
2) Menentukﬁn besarnya +*ADD yang kecamatan‘"
dl}ﬂﬁ‘ma oleh “.desa berdasarkan 3) ' Mengumpul kan data serta

. /rumusan yang telah ditetapkan; mengintervens rengamg penggunaan

r,:-3') Melakukan sosidisas  secara luas ADD untlk dicek silang dengan

APBDesa yang sudah ditetaﬁkan agar
tidak  terjadi tindih

kepada desa dan kecam:;itap tentang
| kebijakan, data, dan informasi tentannﬁ__ i tumpang
!E! ADD; ' 'f: | pembiayaan; ' !
I‘J.TI‘ teknis/orientasi kepada Tim iaii d"‘:l” Pembangunan Désa dal anlff menyusun
L Pembangunan h rencana teknis penggunaan ADD
15‘.* pengelolaan dan pertanggungjazvxlgtfh‘anl:'rI beserta kelengkapannya; ;"
'ﬁll keuangan desa; EE 5) Melakukan pemeri ka_éan pekerjaan
5) Melakukan pemecahan
r;T%%\Iah berdasarkan _:benbaduan a——

maé.")‘«_grakat serta pihak._lainnya dan

(verifikasi) / dan

fasilitasi J
terhadap

_pemantatian/ pengendal ian
proses keg|atan -yang dibiayai dengan

mmgkkbg_rdi nasikan dengan ADD;
inspektor&: e S 6) M_Qrgk@méﬁdasi kan usulan pencairan
6) Meakukan kegiatan‘ ~pembifiaarn; w"""""ADD dari desa yang telah memenuhi

7) Meaporkan hasil

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
ADD bersama denga Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan dalam setiap
proses tahapan kegiatan;

kegiatan faslitasi
pelaksanaan ADD kepada Bupati
sebagai bahan untuk penyusunan dan
pengambilan kebijakan selanjutnya.

persyaratan dan menyampaikannya
kepada Bupati cg. Kepala BPM,
Pemdes, P dan KB;

Memfasilitasi upaya  pemecahan
masalah dalam pelaksanaan ADD;
Menyusun rekapitulasi laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan

ADD.

Susunan Tim Pendamping Tingkat Susunan keanggotaan Tim Pengawas

Kecamatan terdiri atas tiga orang, yakni: Pembangunan Desa, antara lain;

1) Camat sebagai ketua; 1) Kepaa Desa sebagai
2) Sekretaris Kecamatan sebagai anggota; penanggungjawab;
Y ose Fina Andini 6
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2) Sekretaris Desa seabagai ketua;

3) Kepala Urusan Pembangunan sebagai
sekeretaris;

4) Salah satu kepala urusan sebagai
anggota

5) Duaorang BPD sebagai angqgt&'

Tugas Tim Pengawas K'ég|atan ADD

adalah: _,;-'

‘J\I'_J

“®eu._ Tugas Tim Pelaksana K egiatan adalah:

1) Menyusun" rencana penggunaan ADD
derngan mengacu hasil Musrenbangdes
,-‘tahun sehelumnya  sebagdi, bahan
penyusunah rancangan Peraturah Desa

tentang APBDesa.

2) Mélakukan monitoring dan “evaluas

ferhadap pelaksanaan  pembangunai

{

'

1; desa yang dilaksanakan oleh: Tim
'1 Pelaksana K egiatan. e

i Pelaksana Kegiatan

.
|
i Iﬂ s Kabupaten Ketapang. Objek Ppenelitiannya adalah
13) Meminta keterangan kepada -,’*'lm, I }, koordinasi antar tim dalam pelaksanaan aokasi
apébrlg“ ‘z"*dana desa di Desa Karya Baru Kecamatan Marau

4) Wakil Ketuall LPM sebagai anggota;

5) Ketua Seksi Pembangunan,
Perekonomian, Koperas dan
Lingkungan Hidup LPM sebagai

anggota.

"™ 1y... Melaksanakan kegiatan fisik;
2) I\;I-é'i’f‘;pgrtanggungkawabkan
pel aksan:iﬁn-.“!(egiatan kepada Tim
Pengawas Pembaéngynan Desa.

b

2 Metode Pendlitian
 Penditian ini menggunakan Jenls“ penelman
“deskriptif  kualitatif ~ yang bertujuan untuk

i mehggambarkan keadaan objek penelitian dengan

melakukan analisis. Lokus penelitian adalah Desa
Karya Baru yang terletak di Kecamatan Marau
|

° pelakwnaan realisasi fisik di lapangani’

1§_|dak sesuali dengan program kegiatan
yléqg telah disusun di dalam/APBDesa..

4) Meld'agorkan
pelaks'é\naan kegiatan "ADD ‘secara
periodik k’épada Tlm Fasilitasi Tingkat
Kabupaten melalui Tim Pendamping
Tingkat Kecamatan.

perkembangan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik,
dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang
berada di

kepada Tim Pengawas Pembangunan Desa.

bawah dan bertanggungjawab

Tim Pelaksanan Kegiatan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana
Kegiatan terdiri atas:
1) KetuaLPM sebagai ketua;
2) Sekretaris LPM sebagai sekretaris;
3) BendaharalLPM sebagai bendahara;

Yose Fina Andini
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Kabupaten Ketapang. Adapun yang' menjadl subjek
penelitian adalah Kepala Bidang Pemerintahan
Desa ‘dan PLD/K, Camat Marau Kepala Desa
Karya- Bary; Bendahara D%a, Kepala Urusan
Pembangunan Masyarakat Desa, Ketua BPD,
Ketua LPM, dan tekﬁh masyarakat. Oleh karena
"]'éﬁls penel|t|an adalah pendlitian kualitatif, maka
yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti
sendiri. Teknik pengumpulan data melalui tiga
cara, yatu teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
adalah model Miles dan Huberman dengan
prosedur antaralain: reduks data, display data, dan
kesmpulan atau verifikasi. Selanjutnya, teknik
keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi
data dengan jenis triangulasi sumber dan teknik.
dilakukan
mewawancarai  subjek penelitian yang berbeda-
teknik dilakukan

Triangulasi sumber dengan

beda, sedangkan triangulasi

7
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dengan tiga teknik, yaitu teknik wawancara, langsung menyal urkan dana tersebut untuk

observasi, dan dokumentasi. melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang
telah tercantum dalam perdes. Setelah

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN kegiatan tersebut dilaksanakan atau sedang

1. Koordinass Antar Tim Daam Pelaksanaan” berlangsung, jika waktunya telah
Alokas Dana Desa Di Desa Kar.ya “Baru u‘*r.-.__ memasuki tri-wulan selanjutnya, maka

N

Kecamatan Marau Kabupatenkétapang

Pelaksanaan aloKasP dana desa di Desa
Karya Baru 48lah melakukan kesempatan
awal gléngan berkoordinasi bersama semua
mhak yang' . terlibat  pada, tahap
:""perencanaan yaitu BPD, LPM perangkat
desa, . Kepala Dusun, danl Tokoh

Masyarakat. Pada tahap perencanaan

mereka berkumpul di Balai -Dusufl

proses perencanaan dengan mengadakan
mus;glv"\'ia:gh untuk membuat perdes,
kemudian ak‘.ie"rkq_r_wsultasi ke kecamatan
untuk memperoler'{' rekomendasi, hingga
proses permohonan pei;?:airan ADD akan
berulang kembali, begitu pula qntuk tahap
selanjutnya.

Terdapat beberapa permasalahian yang
menyangkut perumusan wewenang dan

tanggung jawab dalam eélak&anaan

i

'
'1! Pesanggaran, karena Dusun P%anggar
"L belum memiliki balai dusun, maka n‘Igék ﬂ aokas dana desa di Desa Kwya Baru,
1 :,:‘ sdlah  satunya  adalah | kurangnya

& i
] menggunakan kantor desa. Prog

I
aprogram yang menjadi hasil musyzat\/‘fafrahL |

dugfgn.

Ada?'ly':a\ kontinuitas _koordi _nési * ‘dapat
dilihat dqu tahap-tahapidalam pel aksanaan
ADD, molai dari tahap" perencanaan,
kepala desa bé?samaperangkat desa, BPD,
LPM, dan masyarakat “melaktkan
musyawarah untuk menentukan program
apa sgja yang menjadi prioritas, setelah
program tersebut telah berbentuk perdes,
kepala desa akan mengkoordinasikannya
dengan Camat untuk  memperoleh
rekomendasi dalam rangka pencairan dana
ADD, setelah mendapatkan rekomendasi
maka kepala desa akan bertemu langsung
dengan pihak Pemdes di Kabupaten
Ketapang untuk mengajukan permohonan
pencairan dana. Setelah disetujui dan
ADD telah cair, maka kepala desa akan

Y ose Fina Andini
IImu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

pengawasan dari pihak ke_c"amatan yang

desa dan laporan pertanggungjawaban di

' dalam ‘pelaksanaan alokasu dana desa.

Kurangnya pengawasan ini karena pihak
yang melak&anarkan ADD dari desa, baik
itu l(gpal.a@ésé Sekretaris Desa, maupun
Eendahara Desa tidak menjalankan
wewenang dan tanggung jawabnya dengan
baik. Hal ini terlihat ketika pada tahap
verifikas yang harus dilakukan terhadap
rancangan peraturan desa dan laporan
pertanggungjawaban oleh pihak
kecamatan, pihak desa tidak berkonsultasi
ke kecamatan secara langsung melainkan
hanya melalui handphone, yaitu dengan
menelepon camat, sehingga setelah itu
mereka bisa langsung datang kepada pihak
kabupaten untuk pencairan dana tanpa

verifikas dari pihak kecamatan. Oleh

8
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karena itu, ketika pihak kabupaten
kembali,

laporan  pertanggungjawaban

memverifikas baik perdes
maupun
masih terdapat banyak kekurangan-
kekurangan, seperti tidak menyertakan
dokumen yang berupa foto—flg_te-*yéing
menunjukkan kemajuan wg?gm-progrm
yang dilakwnak_a_mﬂ';l ini menunjukkan
kurangnya, .peﬁ-;ahaman akan wewenang
dan _r,,téﬁagungjawab, sehingga dalam
mef aksanakar]_ tugas-tugasnya ", mereka
kesadaran , untuk

melakukannya dengan benar.'dlan sesual

memiliki

e
-

1

N

LPM tidak mengerti mengenai ADD dan
pada tahap perencanaan beliau merasa
tidak pernah diundang. Beliau mengatakan
bahwa pemerintah desa tidak pernah
membicarakan

kepadanya  mengenai

penunjukannya sebagai sekretaris LPM.

" Beliau baru mengetahui ketikaia dipanggil

untukadmmgmi dokumen saat ada
pemeri ksaar:'Bi-.%ampi ng itu, ketika beliau
Jﬁtuk_‘
pekerjaannya, pihak deSa_seolah tidak
peduli dan tidak meiﬂberikaﬁ'ar_ahan lebih
lanjut, sehingga, bahgunan yang-':setengah

memutuskan menghentikan

d.
1
|
\

prosedur:

Komunikas dalam pelaksanaan alokad
dana.desa di Desa Karya Baru jika dili_hi

jadi itu menjadi terbengkalai dan tidak
tidak adanya

undangan bagi Bépak Te:'Is untuk

terselesaikan.  Mengenai

menghadiri  musyawarah  perencanaan

dari awal perencanaan memang _ié{daril

||‘|| |d K I':
4 sesuai dengan ketentuan yang ada vyiaitu:l;|| :,:‘ ADD mungkin dikarenakan Ketua LPM,
1 L

1'-dbengan musyawarah  bersama JM,H - yaitu Bapak Mensiran tqfah diundang
[5§merintah desa dengan Iembag&lembagal:.’! untuk menghadiri musyqvi/arah tersebut.
ke:’t;awarakatan desa, dan masyarakat. Akan tetapi, pendliti tidak bisa melakukan
Akahlgltetapi, di dalam pel aksan'aannya _ wawancara terhadap 'béiiau karena beliau
terjadi ":Qhermagalahan itidak . rampungnya telah meninggal durn_i'a_ Permasalahan yang
pembangu‘hf_;_l_n, seperti pembangunan bal ai diungkapkan gir atas  menunjukkan
dusun dan "gedung_ﬁp_(‘)syandu. Ketika kurgn_gny&kﬁﬁihnikas antara Pemerintah
proses pel aksanaan _-p_ecr-nbaﬁg'ljnan = Desa Karya Baru dengan LPM. Tidak
berjalan, anggota LPM yang efektifnya komunikasi dalam pelaksanaan

mengerjakannya hanya satu orang yang

kemudian dia memutuskan untuk berhenti

ADD juga terlihat ketika pemerintah desa

harus berkonsultasi untuk mendapatkan

mengerjakan pembangunan, yaitu rekomendasi dan verifikas terhadap
pembangunan gedung posyandu karena rancangan perdes dan laporan
merasa tidak mendapatkan perhatian dari pertanggungjawaban dari pihak

pemerintah desa.
sekretaris LPM memutuskan untuk tidak

Bapak Te’ls selaku

melanjutkan pekerjaannya karena merasa
tidak upah

pekerjaannya. Berdasarkan observasi dan

mendapatkan atas

wawancara, Bapak Te’ls selaku anggota

Yose Fina Andini
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e.

kecamatan.

Kepemimpinan Kepaa Desa daam
pelaksanaan alokasi dana desa di Desa
Karya Baru jika dinilai dari hubungan
pribadi yang
dikoordinirnya dinilai sudah cukup baik

dengan  orang-orang
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di dalam

lingkungan yang sama dan masih terdapat

karena mereka tinggal
hubungan saudara dan kekerabatan di
antara mereka, sehingga kepala desa bisa
lebih mudah mempengaruhi orang-orang
yang dikoordinirnya. Akan tetapL,qdengan
adanya hubungan yang Aékat di antara
Kepala Desa dengan orang-orang yang
dikoordi n| rnya muncul ketidaktegasan

dalan}f)emberlan instruksi dan peringatan

s_ehlngga terjadi. beberapa pemhangunan
# yang terbengkalal Hal ini dlsebabkan oleh

kepda desa yang hanya memberlkan
|

instruksi= seperlunya sgja sesual' dengap
rencana kegiatan, dan kurang memberikafl

dorongan untuk memotivasi bawahanny

F “a

e " Pada kesempatan ini, saya mengucapkan

i
i

|

Selain itu, mlnlmnyalnsentlfjugam%#dl ﬂ

- kendala dalam pelaksanaan alokas | ||
-dﬁ%.
2. Keterbatasan Studi
Adapl}l; keterbatasan penelitian yang dialami
peneliti l'!s_tl‘?lama mel akukan penel_itian‘adalah
Sekretaris":l_?e&a yang menjadi salah satu

tﬁ‘.

informan peni['ing sedang dalam kondisi sakit

sehingga ti ok memungklnkan untuk
melakukan wawancara bersama behat]"'para
informan dari tim pelaksana di Desa Karya
Baru sebagian besar memiliki kegiatan yang
homogen dan dilakukan pada waktu yang
bersamaan, yaitu dari pagi hingga sore mereka
bekerja di

peneliti harus pandai-pandai membagi waktu

perusahaan tambang, sehingga

untuk melakukan wawancara dengan para
informan tersebut karena waktu luang yang
mereka miliki berada pada waktu yang sama,
yaitu sore hingga malam; dan terdapat
kesulitan dalam pengumpulan data, khususnya
mengenai desa karena

profil proses

Yose Fina Andini
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:,:‘ Dharma, Agus.

pembuatan profil desa baru berjalan dan
belum selesai, sehingga data yang diperoleh
peneliti hanya berupa gambaran umum yang
tidak begitu detail.
3. Apresias
;[:e,f‘f‘m‘lg_asjh kepada Kepala Desa Karya Baru
beserta Iﬂf)‘é"rfs\mkatnya, BPD, LPM,
masyarakat Deg'ka[}/a Baru, Camat Marau,
serta Kepala Bidang Pemdes dan PLD/K
 Kabupaten Ketapang yang 1thélah mengizinkan

dan

peneliti untuk mefakukan penelitian di tempat
térsebut telah | banyak
* memberikan bantuan kepada penedlitif'schingga

dan kemudian

penelitian ini dapat terselesaikan.
' (
i |
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